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RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.oa.

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Undang-undang
Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Pasal 263 Ayat (4), Pasal 264 Ayat (2)
dan Pasal 265 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa kepala Daerah
mempunyai tugas menyusun dan Menetapkan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) yang selanjutnya menjadi pedoman
dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);

bahwa untuk menjaga konsistensi arah pembangunan daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan kesiapan yang matang
dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 maka
perlu disusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Barat Tahun 2025;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun
Bangko dan Daerah Tingkat Il Tanjung Jabung dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor S50,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan
peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republlik Indonesia Nomor 5679);

Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menhadapi Ancaman
yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun
2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6485);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2019 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017
Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun
2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018
Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019
Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
6323);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022
tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang
Tata Cara Perencanaan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
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dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang
Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran
Daerah Tahunan (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2018
Nomor 462);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70
Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur  perencanaan
pembangunan dan keuangan daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3
Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2009 Nomor 3);
Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor
11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 1);
Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12
Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 12);



30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6,
tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
Atas Perda Kab. Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4
Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH

DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal l

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

w

Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan
Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang
memimpin pelaksanaan Unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
otonom.

Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan
BAPPEDA adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang
mempunyai fungsi membantu Bupati dalam merencanakan, memonitor dan
mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Organisasi Perangkat
Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/ pengguna barang.

Unit kerja adalah bagian dari Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan
satu atau beberapa program.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD
adalah organisasi perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
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anggaran/ pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan
daerah.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat dengan
MUSRENBANG adalah musyawarah stakeholder untuk mematangkan rancangan
RKPD berdasarkan rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah hasil Forum
Organisasi Perangkat Daerah dengan cara meninjau keserasian antara rancangan
rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah yang hasilnya digunakan untuk
pemutakhiran rancangan RKPD.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Periode
1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENJA Perangkat
Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang selanjutnya
disingkat KUA adalah Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan,
belanja dan pembiayaan asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah
rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada Perangkat Daerah sebelum disepakati oleh DPRD.

Program adalah penjabaran kebijakan Organisasi Perangkat Daerah dalam bentuk
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya
yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Organisasi
Perangkat Daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit
kerja pada Organisasi Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran
terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan
sumber daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal
termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau
kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan
keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran
yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan
kebijakan.

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran
dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai
pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan.

Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II



(1)

(2)

(1)

(2)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2
RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2025 yang dimulai
pada tanggal 2 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3
RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 merupakan penjabaran
RPJMD untuk waktu pelaksanaan tahun 2025.
RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), menjadi pedoman dalam menyusun :
a. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
b. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS);
c. Rancangan APBD tahun anggaran 2025 dan perubahan APBD Kabupaten
Tanjung Jabung Barat tahun anggaran 2025; dan
d. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 4

Dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025:

a.

(1)

(2)

(3)

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggunakan RKPD Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum
dan prioritas anggaran di DPRD; dan

OPD menggunakan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 dalam
melakukan pembahasan Rencana Kerja dan anggaran OPD dengan DPRD.

Pasal 5
OPD membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana
kerja dan anggaran yang berisi tentang keluaran kegiatan dan indikator hasil
outcome masing-masing program.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati paling
lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang berkenaan sebagai
bahan penyusunan evaluasi RKPD.
Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam analisa dan
evaluasi terhadap usulan program dan kegiatan tahun berikutnya yang diajukan
oleh OPD yang bersangkutan.

Pasal 6

Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat menelaah kesesuaian antara Rencana
Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2025.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP



Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 20 Juni 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

ANWAR SADAT

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 20 Juni 2024

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
ttd

DAHLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2024 NOMOR 6

Salinamyexual dengan as inga
EEPALA EAGIAN HUKUM SEERE TARIAT DAERAH
EAEUPATEN TANJUNR: JAEUNGS EARAT
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